PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU

Menimbang

Mengingat

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahws  dalam  rangka  peningkatan  kelancaran

penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan
pelayanan pada masyarakst di Desa agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna sesusi dengan perkembangan keadaan
sdaras depgan Otonomi, demokrasi dan pemberdayaan
masyarakat, maka Desa yang kondisi masyarakatnya tidak
lagi memenuhi persyarstan depar dihapus, digabung atau
ditats kembali;

bahwa unuk meksud tersebut huruf a dipandang perk
mengalur Pembenlukan, Penghupusan, Pengusbungan dan
atni Penatann Desa dengan Peraturan Daerah

. 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerab-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jaws Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negars Nomor 3339},

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pongaturan Mengeaai Desa.



Dergun Perselu jusn
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN DESA

BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan:
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Dacrah adalh Daerah Kabupaten Jepara:

Pemernintah Daerah adakh Pzmerintah Kabupaten Jepara;

Bupati adalah Bupati Jepara:

Camat adalah camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan :
Desa adalah kesatuan mesyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adst istiadat setompat yang diakui dalim sistem Pemerintahan Nasional dag
beradu & Daerah Kabupulen:

Dusun adaloh boginn wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa,

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan olch
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

Pemerintah Desa adalah petinggi dan Perangkat Desa ;

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD sdalah Badan Perwakilan
yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat & Desa berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspiras
masyaral serta melakukan pengawasan terhadap penyelengraraan pemerintahan
desa;

Pembentukan Desa adslah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang

teleh ada ;

Pemecaban Desa adalh tindaken mengadakan Desa baru di dakm wilayah
Desa;

Penggabungan Dess adalah tindakan menggabungkan dua Dess atay lebih

menjadi satu Desa baru;

m. Penghapusan Desa adalah tindaken meniadakan Desa yang telah ada:

n

Penatsan Desa adaloh tindakan menata wilayah Desa schingga terbentuknva
wilayah dan/atau Desa baru-
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0. Tugas pembantunn odabh penugasan dari Pemerintah atou Pemerintah Daerch
kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang discrtai pembiayaan,
sarang dan prasaram serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaan den mempertanggungjawebkan kepada yang menugaskan.

P Desa persiapan adakh Desa yang dipersiapkan menijadi Desa Definitif

BAB I

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENG GARUNGAN DAN/ATAU
PENATAAN DESA

Pasal 2

(1) Desa dibentuk atau di tata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan
asal usul Desa, kondisi sosil budays masyarakat setempat, untuk
meningkatkan daysguna dan hasilguna  penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan °

(2) Desa yang kondisi masyarakat den wiltyahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan dapat di hapus atau digabung.

BAB I

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN/ATAU PENATAAN DESA

Pasal 3

Pembentukan, Penggabungan dan pemecahan Desa dilakukan hingga terbentuk

Desa baru dengan persyagatan :

8. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwe atau 300 kepala keluarga:

b Luas wilayah, yaiu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan
berhasil gima dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

¢ Sosial Budaya, yaifu suasanz yang mcmberikan kemungkinan adanya keruluman
hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
setempat ;

d Potensi Desa, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa
yang dapat diclah dan dikembangkan untuk memmjeng peningkatan
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

¢ Sarana dan sarana pemerintehan, yaitn kersediarya atsu  kemungkinan
ersedianya prasarana dan saram Pemerintaban Desa '
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BAB IV

MEENISME PEMBENTUKAN, PENGHAFPUSAN,
PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN DESA

Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-
syar# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Desa dapat dibentuk, dihapus,
digahung, dipecah dan atau ditata kembali dalam rangka meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatzn pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan ;

Pembentukan, penghapusan, pemecahan dan atau penatsan Desa dilakukan
atas usul Petinggi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetuman BFD,
disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan ataw penataan Desa yang
melibatkan lebih dari 1 (satu) Desa dilakukan atas usil para Petinggi dengan
persetujpian BPD dari Desa-desa terkait;

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penatran Dess diletapkan

dengan Keputusan Bupati setdah mendapat persetupian Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ;

Dolam pembentukan Desa boru, Bupati daopat menetapkan bahwa
pembentukan Desa baru tersebut didabului dengan pembentukan Desa
Persiapan, dengan ketentuan setelah diadakan pembinean paling lame 1 (satu)
tahun harus dibentuk Desa Definitif;

Penghapusan Desa menjadi Kelurahan diatur tersendini dalam Perda mengenai
Pembentukan Kelurahao.

BAR V
BATAS WILAYAH DESA
Pasal 5
Sebagai tands pemisah aniars wilyah Desa yang sstu dengan wilayah Desa
yang lain, ditetapkan baias wileyah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan
legenda dan atau persctujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya;

Batas wilayah sebagaimans dimeksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam

maupun batas boatan:




(3} Bates alum adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantaj, danau dan
lain scbagainys yang dinyatakan satau ditetapkan schagai batas wilayah Desa.

(4) Batas buatan adakh unsur-unsur buatan manwsia seperti pilar batas rel keretn
gpl, salurap irgasi dan lam sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan
sebagai batas wilayah Desa,

Pasal 6

()} DBaias wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi
geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa;

(2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalzm ayat (1), ditetapkan dengan Preratwan
Desa ;
Prsal 7

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Tim Pembwna Batas Wikyah Desa.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 8

(1) Wiayah Desa dapat dibagi dalam beberaps Dusun, yang dipimpin oleh
Karmituwn;

(2} Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
8. Jumlah penduduk minimal 500 jiwa atay 100 kepata keluarga;
b. luas wilayah, yaitu Juas wilaysh yang terjangksu secars berdaya guna dan

berhasil gwa dalkm rangka penyelenggaraan pemerintehan pembangunan
dan kemasyarakatan;




& Sosial budaya, yaitu suasang yang memberikan kemungkinan adanya
kerukunan hidup bersgama dan perubahan hidup bermasyarskat dalam
hubungannya dengan ada istadat

(3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAIJIBAN DESA

Pasal 9

(1) Kewenangan Dese mencakup:
s Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak ssal-usul Desa;

b Kewenangan yang oleh persfuran perundang-undangan yang berlaku belum
dijaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah Pusat;

¢ Peluksanuun Tugsys Pembuntaun.

(2) Desa berkewsjiban untuk ikt menpga tetap tegaknya Negarm Kesatuan
Republik Indonesia.

BAB VII
KRETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Desa-desa, nama dan batas-batas Desa yang ada sebeium berlakunys Peraturan

Damah ini ditetapkan sebagai Desa, nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan
Daerah mi.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan

Agar supaya 3etmp orang dapat mengetshuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya delam Lembaran Daorah.

Ditetapkan di Jepara
I pada tanggal 2 Desember 2000

‘\ \___msomqﬂ'm
Diundangkan & Jepura '“"'*-

Padat:mggnl 3 Desember 2000
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2] TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAI PENATAAN DFESA

PENJELASAN UMUM

Desa merupekan sau kesaruan masyarakat bukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adatdistiadat setempat yang diakui dakm
sstem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Dalim  rangka peningkatan  penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan peleyanen pada masyarakat untuk mencapai kessjphteraan
sesuai dengan perkembangan keadaan den fuptutan masyarakat, maka atas
prakarsa masyarakat dengan memperhatikan ssel-usul Desa dan persyaralen
yang ditentukan serta sesuai demgan kondisi sodal budaya masyaraket
setempal, dapat dibentuk Desa baru diluar Desa yang tdah ada akibat dari
pemecahun Desa

Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahaya tidak Iagi memenuhi
persyarstan dapat dihapus digabung dan atan ditata kembali.

Pembentukan, penghapusan, penpgabungan dan atau pendtaan Desa
dengan mekanisme usulan dari Petinggi atas pakarss masyaraks dengan
persetujan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan
persetupan DPRD.

Ager dakm pelaksansan pembentukan, penghapusan, penggabungan
dan atau penataan Dosa dapat tersclenggara dongan bak berdaya guna dan
berhasil guna maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

PENIJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 15/d 11 : Cukup jelas




